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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pajak adalah iuran wajib rakyat yang bersifat memaksa dan tanpa imbalan secara langsung sebagai bentuk kontribusi rakyat bagi negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara (Adriani: 2014). Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi dikenakan pajak penghasilan yang merupakan salah satu objek pemungutan pajak. Hampir semua wajib pajak berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar seminimal mungkin sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat menekan jumlah beban pajaknya ialah dengan melakukan Perencanaan Pajak. 

Perencanaan pajak (Tax Planning) merupakan salah satu fungsi manajemen pajak yang bertitik tolak pada usaha pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, agar terpenuhi aspek finansial dan material dari perpajakan sehingga pengembalian dari investasi yang telah dilakukan oleh pemegang saham (stakeholder) dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian tujuan akhir dari perencanaan pajak adalah kesejahteraan secara optimal bagi pemegang saham. 

Perencanaan pajak yang utuh harus memenuhi unsur relevansi dalam aspek finansial maupun material. Menekan beban pajak bukanlah suatu hal yang mustahil, Direktorat Jendral Pajak telah memberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak agar dapat menetapkan pajak terutangnya sendiri atau yang biasa disebut dengan self assesement system. Hal ini telah diatur pada pasal 2 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun demikian fakta di lapangan mengatakan masih banyak Wajib Pajak pribadi maupun badan belum dapat mengoptimalkan Tax Planning dengan cukup baik. 

Instrumen tax planning yang terkait dengan pajak penghasilan pegawai atau PPh Pasal 21 terdiri dari Gross Method, Net Method, dan Gross Up Method merupakan pilihan bagi perusahaan untuk mengefisiensikan pembayaran pajak perusahaan. PPh Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang dapat menjadi kredit pajak atau biaya (deductible expense) bagi perusahaan dengan cara yang legal sekaligus untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan.

Muhammadinah (2015), pada penelitiannya mengenai Tax Planning dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa diperoleh hasil bahwa pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa terlalu besar sehingga laba bersih yang diterima oleh perusahaan menjadi berkurang, kemudian setelah dilakukan perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya fiskal dengan metode gross up, dapat menghemat kewajiban pajak.

Manrejo, S. et al (2022) pada penelitiannya mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 21 PT 8wood International Group diperoleh hasil bahwa penghitungan dengan metode gross up akan menyebabkan beban PPh 21 menjadi lebih besar dibandingkan metode yang lain. Namun jumlah yang besar tersebut dapat dieliminasi karena perusahaan dapat membebankannya sebagai biaya. Di sisi lain metode gross up diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan karena pajaknya yang ditanggung oleh perusahaan.

Manangkalangi, A. M. et al (2019) dalam penelitiannya mengenai analisis perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak penghasilan badan usaha pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado diperoleh hasil bahwa penerapan net method yang dipakai perusahaan atas pembayaran PPh pasal 21 bersifat nondeductable expense yang mana akan dikoreksi fiskal dan menyebabkan PPh perusahaan bertambah. Efisiensi pajak lebih baik setelah menggunakan gross-up method karena tunjangan pajak yang diberikan perusahan dapat dibebankan sebagai biaya yang mana hal ini tidak dikoreksi secara fiskal dan menjadi penghematan pajak bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, hampir semua perusahaan pada akhirnya beralih ke metode gross up sebagai upaya untuk dapat meminimalkan PPh Badan. Dengan gross-up method besarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masing – masing karyawan. Pemilihan metode gross up membutuhkan analisa komprehensif meskipun pengeluaran untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan secara fiskal dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan. Namun jika perusahaan sedang mengalami kerugian, tentu saja pilihan gross up tidak menguntungkan karena beban PPh 21 yang harus dipikul lebih besar.

Faktor yang menjadi penyebab timbulnya peralihan metode pada instrumen tax planning PPh Pasal 21 merupakan suatu fenomena dikarenakan adanya ketidaktahuan dalam pengelolaan pajak dengan baik dengan tetap berada di jalur hukum yang diperbolehkan. Beberapa strategi legal yang dapat dimanfaatkan, seperti tax saving yaitu sebuah cara dalam mengelola pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memilih alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih kecil. Selain tax saving Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan strategi tax avoidance yaitu suatu upaya untuk mengefisiensikan beban pajak dengan cara mengalihkan pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Dari ulasan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Os Tec Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2002. Dengan jumlah karyawan lebih dari 150 orang dan memiliki karyawan tetap lebih dari 50 orang, untuk mengetahui batas optimalisasi pencapaian PT. Os Tec Indonesia yang telah menerapkan tax planning, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Instrumen Tax Planning Pajak Penghasilan Pegawai Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Pada PT. Os Tec Indonesia Legok”.

1.2 Fokus Penelitian
Masalah utama yang akan dikaji dalam penilitian ini adalah bagaimana penerapan instrumen tax planning pajak penghasilan pegawai dalam menghemat beban pajaknya pada PT. Os Tec Indonesia Legok periode 2022.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan fokus penlitian di atas, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perhitungan pajak penghasilan pegawai yang dilakukan PT. Os Tec Indonesia Legok?

2. Apakah PT. Os Tec Indonesia Legok dalam menghitung pajak penghasilan pegawai telah melakukan tax planning?
3. Seberapa besar penghematan pajak yang diperoleh PT. Os Tec Indonesia Legok setelah melakukan tax planning?
1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi proses perhitungan pajak penghasilan pegawai yang dilakukan PT. Os Tec Indonesia Legok

2. Mengungkapkan apakah PT. Os Tec Indonesia Legok dalam menghitung pajak penghasilan pegawai telah melakukan tax planning dengan maksimal?
3. Menganalisa seberapa besar penghematan pajak yang diperoleh PT. Os Tec Indonesia Legok setelah melakukan tax planning

1.5 Manfaat / Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

a. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan atau penelitian selanjutnya.

b. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya mengenai pajak penghasilan pegawai yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya

2. Kegunaan praktis

a. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran untuk pimpinan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan di bidang perpajakan yang akan datang.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan di PT. Os Tec Indonesia yang akan datang.

